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a.

KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan keterbukaan informasi
tentang system, mekanisme, prosedur layanan dan mendapatkan
penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai dengan mekanisme
yang berlaku perlu adanya layanan pengaduan masyarakat;

bahwa penanganan layanan pengaduan masyarakat yang efektif
merupakan bagian dari komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang
transparan dan akuntabel,;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu
menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman tentang
Penetapan Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat di Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3898);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota
Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4187);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Padang Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 333);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah ..............
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Peratluran Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 lentang Perangkatl
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81,/ M-IND /PER/ 10/2014 Tentang
Peruhahan atas [Perataran  Menteri  Perindustrian Nomor 41 ,/M-
[N TER /G 2N tentang Kelentuan gdan Tata Care Pemberian 1zin Usaha
[ndustn, lzin Perhiasan dan Tanda Daftar Industn;

Peraturan Menten Dalam Nepen Nomor 100 Tehun 2016 tentang Pedoman
Nomenkiatur Dines Penanamean Modal dan Pelayanan Terpadu Satn Pintu
Provingl dan Kahupaten/Kola;

Kepumaaan  Menten Pendeyapunaen Aparatur Nepara  Nomor
KEP/25/ M. PAN/2004  tentang  Pedoman  Utnum  Penyuesunan  [ndeks
Kepuassn Magyarakat Unit Pelakeona Instans Pemenntuh;

. Keputusan  Menterd  Pendavagunaan  Aparatur  Negara  Nomor

KEPS 118/ M. PAN /2004 tentang Pedoman Umnm Pengaduan Masyarakat;

. Peraturan Dacrah Kabupalen Padang Pariaman Nomer 10 Tahun 2016

tentang Pembentukun dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman (Lembaran Daersh Kabupaten Padang Panaman tahun 2016
Homor 10}

3 Peraturan Bupar Padang Paraman Nomor 04 Tahun 2017 temlang

Pelimpahan Kewenangsn Dibidang Perizinan Dan Nem Perizinan Kepada
Ferangkat Duerah Yeng Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
TFenanamarn Modad;

MEMUTUSEAN :

Menetapkan Tim Prnanganan Layanan Pengaduan Masyarakat ¢ Dinas
Penanaman Modal Peluyanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2077 sehapsimana terlampir dalam lLampiran 1 yang
merpakan bagian yang tidek terpisabkan dori Keputusan mi.

. .Jemis penanpanan layanan pengaduan sebagmmans dimaksud pada dildum

KESATU dapat melohn Surat, M35 Cateway, Webute, Email dan Kotak
Pengaduan.

. Tata Cara dan Mekanisme Laysnan Pengaduan sebagaimana dimalesud

pada dictum KEDUA sebagaimana tercantum pada Lamparan 0 keputusan

.

. Keputusan ini mula berlake sejak tanggal ditetapkan,

Dnietaplesn i Paratmarn
pada tanppal Lt April 2017
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TATA CARA DAN MEKANISME LAYANAN PENGADUAN :

A, Tata Cara Penanganan Peapuadusn ¢
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